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TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PENGURANGAN PBB-P2 YANG TIDAK DIPERTIMBANGKAN
PADA BIDANG PBB-P2 & BPHTB DI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BITUNG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak,
tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh
pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik
Badan Pendapatan Daerah Kota Bitung dan dalam

rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan
pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum
penyelenggaraan pemerintahan yang baik,

terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh
pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan
partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu
ditetapkan standar pelayanan publik;

b. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan
Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan menyebutkan Setiap
penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan
menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap
jenis pelayanan dan ditetapkan oleh Pimpinan
Penyelenggara Pelayanan Publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pengurangan PBB-P2
Yang Tidak Dipertimbangkan pada Badan Pendapatan
Daerah Kota Bitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;

2. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Peraturan Pemerintah No, 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2009
tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan;
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Menetapkan

KESATU

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan menyebutkan setiap penyelenggara
Pelayanan Publik wajib menetapkan dan mererapkan
Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan
dan ditetapkan oleh Pimpinan penyelenggara Pelayanan
Publik;

6. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2017
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung
Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Bitung Nomor 138);

7. Peraturan Walikota Bitung Nomor 35 Tahun 2013
tentang Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan
Pemerintah Kota Bitung;

8. Peraturan Walikota Bitung Nomor 63 Tahun 2018
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah;

9. Peraturan Walikota Bitung Nomor 65 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
Kota Bitung;

10. Peraturan Walikota Bitung Nomor 6 Tahun 2020
tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Sebagai
Dasar Penentuan Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
Perkotaan;

11. Peraturan Walikota Bitung Nomor 11 Tahun 2020
tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Atas Rumah Tinggal
Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Bitung;

12. Peraturan Walikota Bitung Nomor 13 Tahun 2020
tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengelolaan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

13. Peraturan Walikota Bitung Nomor 11 Tahun 2020
tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Atas Rumah Tinggal
Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Bitung;

14. Keputusan Walikota Bitung Nomor
188.45/HKM/SK/290/2020 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian
Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

15. Keputusan Walikota Bitung Nomor
188.45/HKM/SK/269/2021 tentang Penggunaan
Aplikasi CITIGOV Pada Proses Pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kota Bitung;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PENGURANGAN PBB-P2 YANG TIDAK
DIPERTIMBANGKAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BITUNG.

Menetapkan Standar Pelayanan Pengurangan PBB-P2 Yang
Tidak Dipertimbangkan pada Badan Pendapatan Daerah
Kota Bitung.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian
kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji
penyelenggara kepada  masyarakat dalam  rangka
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan
terukur.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dipergunakan sebagai Acuan yang harus
dilaksanakan oleh Pegawai atau Petugas yang melakukan
pelayanan.

Standar Pelayanan Pengurangan PBB-P2 Yang Tidak
Dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU terlampir.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada Tanggal : 05 Desember 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA BITUNG
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